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Sumber Lain : 

Instruksi Presidn Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi 

pengembangan e-government 

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. 

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2010 tentang Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Kalimantan Barat. 

Peraturan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang kebocoran data Publik.  

Undang-Undang No 61 Tahun 2010 tentan pelaksanaan Undang-Undang 

keterbukaaan data Terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 


